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BUPATI BONE
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BONE
NOMOR $6 TAHUN 2019

TENTANG
BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF, TUNJANGAN RESES
DAN BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BONE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE,

Menimbang :a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Daerah
Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone, besaran
Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses dan
Belanja Penunjang Operasional bagi Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone diatur
dengan Peraturan Bupati sesuai dengan kemampuan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati Bone tentang Besaran Tunjangan Komunikasi
Intensif, Tunjangan Reses dan Belanja Penunjang
Operasional Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Bone;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor
74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1822 );

2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah
diubah dengan Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2002

( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor
137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4250 );
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Undang — Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286) ;

Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang — Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
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Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4090);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4890);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;
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21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah

serta Pelaksanaan dan  Pertanggungjawaban Dana
Operasional;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2017
tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone
(Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2017 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN TUNJANGAN

KOMUNIKASI INTENSIF, TUNJANGAN RESES DAN BELANJA
PENUNJANG OPERASIONAL PIMPINAN DAN

ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BONE

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

18

Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Pejabat Daerah yang
memegang jabatan Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bone sesuai
ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah mereka yang
diresmikan keanggotaannya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Bone dan telah mengucapkan sumpah atau janji
berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan kepada
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone
setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone.

Tunjangan Reses adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone setiap
melaksanakan Reses.

Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah adalah Dana Operasional yang selanjutnya disingkat DO yang
disediakan bagi Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Bone setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan
dengan representasi, pelayanan dan kebutuhan lain guna melancarkan
pelaksanaan tugas Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Bone sehari-hari.

Kelompok Kemampuan Keuangan Daerah adalah klasifikasi atau
klaster suatu daerah untuk menentukan kelompok Kemampuan Keuangan
Daerah tertentu yang ditetapkan dengan formula sebagai dasar
perhitungan besaran Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan
Reses dan Dana Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
pada setiap klaster.
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Pasal 2

Kemampuan Keuangan Daerah terdiri atas 3 (tiga) kelompok, yaitu :

a.
b.

C.

tinggi;
sedang; dan

rendah.

Pasal 3

Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah untuk Kabupaten Bone
diatur sebagai berikut :

a.

b.

(1)

(2)

(1)

d% atas Rp. 550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh milyar rupiah)
dikelompokan pada Kemampuan Keuangan Daerah tinggi;

antara Rp. 300.000.000.000,00 (tiga ratus milyar rupiah) sampai dengan
Rp.550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh milyar rupiah)
dikelompokan pada Kemampuan Keuangan Daerah sedang; dan

di bawah Rp. 300.000.000.000,00 (tiga ratus milyar rupiah) dikelompokan
pada Kemampuan Keuangan Daerah rendah.

Pasal 4

Data yang digunakan sebagai dasar perhitungan Kemampuan Keuangan
Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan data realisasi
APBD 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya dari tahun yang direncanakan.

Bagi daerah yang tergolong: kelompok Kemampuan Keuangan Daerah
tinggi, Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah diberikan paling banyak sebesar 7 (tujuh) kali
Uang Representasi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Bagi daerah yang tergolong kelompok Kemampuan Keuangan Daerah
sedang, Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah diberikan paling banyak sebesar 5 (lima) kali
Uang Representasi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Bagi daerah yang tergolong kelompok Kemampuan Keuangan Daerah
rendah, Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah diberikan paling banyak sebesar 3 (tiga) kali
Uang Representasi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB III
KEMAMPUAN KEUANGAN KABUPATEN BONE
Pasal 5

Kemampuan Keuangan Kabupaten Bone berdasarkan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone adalah Jumlah
Pendapatan Umum Daerah dikurangi Jumlah Belanja Pegawai Negeri
Sipil Daerah dengan perhitungan sebagai berikut :




a. Pendapatan Umum Daerah

1. Pendapatan Asli Daerah : Rp: 214.246.216.580,41
2. Dana Bagi Hasil : Rp. 23.302.043.707,00
3. Dana Alokasi Umum e Rp. 1.070.426.493.000,00
Jumlah Pendapatan Umum Daerah : Rp. 1.307.974.753.287,41

b. Belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah
1. Belanja Pegawai : Rp. 833.565.158.008,83

: Rp. 833.565.158.008,83
Jumlah Belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah

c. Kemampuan Keuangan Kabupaten Bone
= Jumlah Pendapatan Umum Daerah - Jumlah Belanja Pegawai Negeri Sipil

Daerah
= Rp. 1.307.974.753.287,41 Rp. 833.565.158.008,83
= Rp. 474.409.595.278,58

(2) Berdasarkan perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka
Kemampuan Keuangan Kabupaten Bone termasuk dalam Kemampuan
Keuangan Daerah Sedang.

BAB IV

TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE

Pasal 6

Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif yang diberikan kepada Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone berdasarkan
Kemampuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3)
sebanyak 5 (lima) kali Uang Representasi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Bone.

Pasal 7

Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
dibayarkan mulai bulan Januari 2020.

BAB V
TUNJANGAN RESES PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE

Pasal 8

Tunjangan Reses Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Bone berdasarkan Kemampuan Keuangan Kabupaten Bone
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) diberikan 5 (lima) kali Uang
Representasi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone setiap
melaksanakan Reses.
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Pasal 9

Tunjangan Reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dibayarkan mulai
bulan Januari 2020.

BAB VI
BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE

Pasal 10
Bagi Daerah yang tergolong Kelompok Kemampuan Keuangan sedang :

(1) Belanja Penunjang Operasional Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

disediakan paling banyak 4 (kali) kali Uang Representasi Ketua Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah.

(2) Belanja Penunjang Operasional Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah masing — masing disediakan paling banyak 2,5 (satu koma lima)

kali jumlah Uang Representasi Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah.

Pasal 11

Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Bone berdasarkan Kemampuan Keuangan Kabupaten Bone
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 disediakan sebanyak 4 (empat) Kkali
jumlah Uang Representasi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Bone ditambah 2,5 (dua koma lima) kali jumlah Uang
Representasi seluruh Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Bone.

Pasal 12

Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Bone sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dibayarkan terhitung
mulai bulan Januari 2020.

Pasal 13

Pemberian Belanja Penunjang Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal
12 diberikan setiap bulan dengan ketentuan :

a. 80 % (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya
atau disebut lumpsum; dan

b. 20 % (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan dana operasional
lainnya.
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BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Bone.

Ditetapkan di Watampone

SUDAH DITEL!T! OLEH TIM pada tanggal . DeseMpen XY

KHUSUS PERY ° ARAS

N A M A PARAF BUPATI BONE/4

1. Drs. H. ANDI ISLANT iDL n

2. Drs. H. A. MUH. YAMIN AT, Msi r M
3. ANWAR, SH., M.Si.,M.H. ! (k'

| 4.A_ERNI, S.H_ M5/, 7 { A. FAHSAR M. PADJALANGI

5. RAMLL, S H.
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Diundangkan di Watampone

pada tanggal 12 DesevbEer 24019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE,

‘\/\/V\/——

A. SURYA DARMA
BERITA DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2019 NOMOR S”f




